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WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang

Penyelenggaraan Reklame;

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 1994
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu
(.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Momor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

[hdonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Fenataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ihdonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

~embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
2emerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
‘Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
siebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. DPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Ifegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
INomor 6628);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu

Nomor 3);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Penyeler ggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyeleggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri
atau uniu k dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamniya dirancang untuk tujuan komersial
memper 2nalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
Reklame insidentil adalah reklame yang sifatnya sementara.
Reklame permar en adalah reklame yang sifatnya tetap.
Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat
dipindat kan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa
gambar 1an/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
menggur akan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan
electroni:display.

6. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat



10.

11.

12.

13.

14.

15.

dipindal ‘zan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil,
aluminin n, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau
bahan Jzin yarg sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan
(berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada
bangun: 1 tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik
bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Badan ecalah sskumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatua:n baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakuk: n usaha.

Reklame berjalaa adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan
atau berda yaag dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan
menggui ikan kendaraan atau dengan cara
dibawa/ iidoron 3/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame
pada gei:bak/rcmbong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
Luas bitling re<ame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian
antara It har dengan panjang bidang reklame,

Materi 1:klame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan
warna yi.1g terd apat dalam bidang reklame.

Tanda p:1gesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang
diberika ) bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat
berupa ct p/stenpel.

Jaminar biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh
penyeler ggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang
dipergur : kan oleh Pemerintah Daerah untuk rnembongkar reklame
dan/ata 1 untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas
diseleng; i wakan aya reklame.

Ruang rianfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatast
oleh leb:r, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh
penyeler ¢ gara j:lan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi
jalan, dar amba 1g pengamannya.

Ruang riilik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah
tertentu di lua- manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang
manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di
masa da :ing serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan
dibatasi :leh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Daerah ¢ (lalah Kota Palu.




16.

17.
18.

(1)
(2)

()

(4)

Pemerir itah Dasrah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerir tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerir tahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Ko i1 adalah Wali Kota Palu.

Perangk:t Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam enyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewena1zan Dzerah.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 2
Pemerintih Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame.
Perencajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasa “:an aspek:

a. etil:, estet ka dan norma;

=

sos iUl budaya,;
c. ket:-tiban (an keamanan;

d. kes:lamatan;

e. Kker:zstian I ukum;

f. kenuinfaat:n;

g. pencapatar; dan

h. ren:ina tata ruang wilayah.

Perencairian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
bentuk 17 asterp.an perencanaan reklame.

Masterp ¢ n perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditete pkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3
Setiap o ing prijadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di
Daerah.

Penyeler g gara r:klame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat



(1)

(2)

3)

dilakukii1:

a.
b.

un 1k kepe ntingan sendiri; atau

uni ik kegiatan usaha reklame.

Pasal 4

Penyeleiijgara F eklame wajib untuk:

a.

b.

me:1 iliki izn penyelenggaraan Reklame;

me: 1 bangun konstruksi Reklame vang dapat
dip : tanggiingjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai
ket:1tuan peraturan perundang- undangan;

me;rasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan
ukt :-an bidang Reklame yang terlihat jelas oleh umum;

melr asang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame
yang terlihat dengan jelas oleh umum;

meir elihare benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame
aga - selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;

me1anggur g segala akibat jika penyelenggaraan Reklame yang
ber:iwngkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
melakukan pembongkaran reklame segera setelah masa
ber:: kunya berakhir/setelah izinnya dicabut/setelah dterbitkan
sur.1: penetapan pembongkaran, dengan biaya sendiri;
melikukan pembongkaran bangunan reklame paling lambat 7
(tuj 1h) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau
dicz hut;

merlindabkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari
pen hangurnan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau
Pen ¢rintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi;

mer jiasuransikan bangunan reklame dengan ketentuan jenis
yan 3 mengikomodir semua risiko; dan

mer1bayar pajak reklame, harga sewa titik reklame, dan
retr husi sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-

uncengan.

Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar Kketentuan

sebagainina diriaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Sanksi a:minist -atif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

a.

peri- gatan “ertulis ;



(4)

(5)

(6)

b. penjegelan bangunan reklame;

c. penirerian 'anda silang pada materi reklame;

d. penttupan pada materi reklame;

e. pencabutar izin Penyelenggaraan Reklame; dan
f.  penirongkaran reklame.

Pemberi 11 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanzkan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai
dengan ;)»:mbon;skaran reklame dengan ketentuan :

a. Periingkat Daerah yang membidangi penataan ruang
me1-berikan peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame
sebiayak I (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7
(tuj 1h) ha-i kerja antara teguran pertama dan teguran
selet jutnya;

b. peny/=gelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian
tanda silang pada materi reklame dan penutupan pada materi
rekl:me dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3
(tige ) kali tidak dipatuhi;

c. pen:abutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dimiksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.

d. pemrbongka-an reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dimiksud pada huruf ¢ telah dilaksanakan.

Penyegel 1n bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda

silang pila ma:eri reklame dan penutupan pada materi reklame

sebagain.ina dimaksud pada ayat {4) huruf b dilakukan oleh

Perangk:1 Daerih yang membidangi penataan ruang, Perangkat

Daerah :<wng membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta

dapat m¢ ngikutsertakan unsur kepolisian.

Pencabu :in izir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

dilakuka: oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan

terpadu ::1tu pintu.

Pembongt aran r:klame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d

dilakuka 1 oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan

ketertiba - umun serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.




(1)

e

Pasal 5

Penyele.1zgara Reklame tidak diperbolehkan memasang atau

mendiri can Reklame pada lokasi:

a.
b
C
d
e.
f.
g
h

Yoot
.

°o B g = F

o

petk antoran milik Pemerintah Daerah;

poliyn pen shijauan atau pohon pelindung jalan;

tari1an kot:;

ka'vasan a un-alun;

lin s cungar. pendidikan;

pelzyanan kesehatan;

ter1sat ibaiah;

ser1padan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi,
sal.ran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran
drzinase;

jen Hatan sungai;

tiay g listril:/traffic light;

me >ian jalin;

bali i jalan;

tro war;

lok 3si terlarang yang diatur dalam aturan lalu lintas;

kaviasan lindung lainnya yang diatur dalam ketentuan/aturan
tekris lainnya;

ket (laraan dinas millik Pemerintah Daerah;

are: pemal:aman; dan

perzimpangian jalan radius 20 (dua puluh) meter darn

pet simpan;an

Ketentuin sebzgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c,
huruf e, ‘1an huruf f dikecualikan untuk:

a.

per yelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang
dis: enggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

per relenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak
ket ya dalem rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial
per :sahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai
ide:rtitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan

disi: enggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.



(3)

(5)

(6)

Penyele1iigara F eklame tidak diperbolehkan memasang Reklame:

a.
b.

pro:uk rokok di kawasan tanpa rokok;

proiuk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu jalan
dar memo:ong jalan atau melintang;

proiuk rokok melebihi ukuran 72 m?2 (tujuh puluh dua meter
per s 2gi);

pro iuk rok sk di kawasan ramah anak;

proiuk rokok di area sekolah; dan

pro juk miriuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang
diizirkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum

dite11pat.

Setiap “enyel:nggara Reklame yang melanggar ketentuan

sebagair1ana dinaksud pada ayat (1) dan ayat (3} dikenakan sanksi

adminis 1atif.

Sanksi ¢ ciministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, meliputi :

a
b
c
d.
e
f.

per 1.gatan tertulis ;

penyegelan bangunan reklame;

pen Herian :anda silang pada materi reklame;
pent tupan pada materi reklame;

pen:abutar izin Penyelenggaraan Reklame; dan

pen hongkaran reklame.

Pemberii. 1 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaksan:kan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai

dengan j»:mbonykaran reklame dengan ketentuan :

a.

Per: -1gkat Daerah yang membidangi penataan ruang
mer 1berikaint peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame
sebitiyak 2 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7
(tuj1h) hai kerja antara teguran pertama dan teguran
selar jutnya;

Pen 7:gelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian
tand1 silan pada materi reklame dan penutupan pada materi
reklame diliksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3
(tige) kali tidlak dipatuhi;

pen ibutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana

dim 1ksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan



)

(1)

(2)

d. Peizbongkiran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana
diniiksud ada huruf ¢ telah dilaksanakan.

Penyegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda
silang 1«#da materi reklame dan penutupan pada materi reklame
sebagaiirana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan oleh
Perangkit Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat
Daerah jang m=mbidangi ketentraman dan ketertiban umum serta
dapat m:ngikut sertakan unsur kepolisian.

Pencabitan izi1 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c
dilakuk::1 oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan
terpadu satu pintu.

Pembon j caran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d
dilakuk: 11 oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan

ketertib: -1 umuin serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 6
Penyeler jy:igaraar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{1) wajib ‘nemenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidel. mengianggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan,;
b. diselanggarikan dengan tidak menutup pandangan rambu,
lamu pengatur dan kamera lalu lintas;
c. tidel: mengzanggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana
um 1m sertii tidak mengganggu pemeliharaannya; dan
d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut
per::'aratar teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap ’enyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan
sebagair1ina diriaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
Sanksi a: minist -atif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
perir gatan ertulis ;
pen2gelan bangunan reklame;
pem herian 1anda silang pada materi reklame;
pen . tupan pada materi reklame;

pen :ibutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan

me a0 TP

pern hongka -an reklame.



(4)

(5)

(6)

(7)

Pember : n sanl:si administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksain ikan s:cara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai
dengan piembor gkaran reklame dengan ketentuan :

a. Pei:ngkat Daerah yang membidangi penataan ruang
meriberike n peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame
seluinyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7
(tu 1h) hari kerja antara teguran pertama dan teguran
selanjutnya;

b. Peayegelar. bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian
tar:la sila:ig pada materi reklame dan penutupan pada materi
rel lJame d laksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3
(tig ¢ ) kali tidak dipatuhi;

c. peicabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dir1aksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan

d. Perbongkiran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dir1aksud pada huruf c telah dilaksanakan.

Penyegt]lan bar gunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda

silang jada materi reklame dan penutupan pada materi reklame

sebagairiana imaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh

Perangl:it Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat

Daerah yang niembidangi ketentraman dan ketertiban umum serta

dapat r1:ngiku sertakan unsur kepolisian.

Pencabitan izn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

dilakuke:n oleli Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan

terpady satu pintu.

Pembor ;karan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d

dilakuk: n oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan

ketertit ¢ n umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 7

Bentuk reklii ne tide k boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.

(1)

Pasal 8
Untuk <eamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan
reklam«: harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. haris tertuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan



3)

(1)

(2)

&)

kar:t;

b. meilenuhi persyaratan umum bahan Standar Nasional
Ind:nesia; lan

c. rangka utema harus berupa konstruksi baja atau beton yang
me 1.enuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.

Reklam¢ dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai

berikut

a. intunsitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;dan

b. parrulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

Huruf (in warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. Dbertuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak
bol:1 sam:i atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu
lalv lintas; dan

b. koribinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh
sari1 atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu

lalv lintas.

Pasal O
Konstrussi bargunan reklame harus dirancang sehingga apabila
bangun::1 reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak
membal :iyakan pengguna jalan dan tidak membahayakan
konstru :3i dan cangunan pelengkap jalan.
Untuk rienjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan,
konstru :si bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame
harus ri:menuii peraturan teknis yang meliputi:
a. ket:@ituan mengenai pembebanan bangunan,;
b. ket:ituan inengenai perencanaan bangunan baja;
c. ketrituan inengenai bahan bangunan;
d. ket:ituan inengenai perencanaan bangunan beton; dan
e. ketirituan mengenai instalasi listrik.
Konstru ¢si ban junan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau
jenis koistruks lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus

dimakst (lkan u:ituk reklame.



(1)

(3)

4

(1)

2)

(3)

Pasal 10

Reklam: pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat

ditempe tkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

a. dit:npatk:n di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling
rerdah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau
tro:ar;

b. datm hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau
jalir lalu 'intas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a
daat diteinpatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan

c. baran dari reklame tidak terdapat di atas bahu jalan dan jalur
lal'1 lintas.

Reklam: pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat

ditemps: 1kan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Reklam: dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa

memba 1ayakar. konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna

jalan.

Bagian leklam: yang terdapat di atas trotoar harus diletakkan pada

ketingg ¢ n palng rendah 6 (enam) meter dari permukaan jalan

tertinggi

Pasal 11
Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan
sebagai-iana d maksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
dikenal :in sanl:si administratif.
Sanksi :dministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pe-:ngatar tertulis;

b. peiyegelari bangunan reklame;

c. peberian tanda silang pada materi reklame;

d. peutupar. pada materi reklame,

e. peicabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
f.  per1bongkaran reklame.

Pember i.in san¢si administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksa 1akan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai
dengan nHembongkaran reklame dengan ketentuan :

a. Peungkat Daerah yang membidangi penataan ruang

me1aberikin peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame



(4)

(6)

(1)
(2)

(3)

4

sebznyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7
(tuwith) heri kerja antara teguran pertama dan teguran
seli 1jutnyqy;

b. Per egelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian
tar ca silang pada materi reklame dan penutupan pada materi
reklime dilaksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3
(tigz) kali t dak dipatuhi;

c. pencabutaa izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dir1aksud »ada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan

d. Peirbongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dir1aksud »ada huruf ¢ telah dilaksanakan.

Penyegelan bar gunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda

silang 7ada materi reklame dan penutupan pada materi reklame

sebagai nana «(imaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh

Perangliit Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat

Daerah /ang miembidangi ketentraman dan ketertiban umum serta

dapat ni:ngiku sertakan unsur kepolisian.

Pencab itan izn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

dilakuk:zn oleli Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan

terpadt satu pintu.

Pembor ;ikaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf d

dilakuk: n oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan

ketertit : n umum serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 12
Setiap »:nyeler ggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
Materi eklame sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) dapat diubah,
kecuali 1nateri -eklame insidentil.
Peruba1an meteri reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ciakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. harya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya
ba:i kategori materi yang sama; dan
b. haras berukuran sama dan sebangun dengan materi
sezlumnya.
Peruba1an materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus t:rlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Wali



(5)

(7)

Kota me lilui Pe angkat Daerah yang membidangi perizinan.

Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan
sebagai 1 ana dimaksud pada ayat (1}, ayat (3) dan ayat (4) dikenakan
sanksi ¢ (| ministratif.

Sanksi 1iminis ratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :

a. peliagatan tertulis

b. peinregelar bangunan reklame;

c. pei:berian tanda silang pada materi reklame;

d. pen itupar pada materi reklame;

e. pei:abutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan
f.  peirbongkaran reklame.

Pember : n sanl:si administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksaniakan s=cara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai
dengan pembor gkaran reklame dengan ketentuan :

a. Peiingkat Daerah yang membidangi penataan ruang
metiberike n peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame
seliuinyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7
(tu-1th} hari kerja antara teguran pertama dan teguran
selanjutny a;

b. Peiiyvegelar bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian
tar (la silanng pada materi reklame dan penutupan pada materi
rel Jame d:laksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3
(tige) kali tidak dipatuhi;

c. pencabutar izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana
diriaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.

d. Perbongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana
diriaksud pada huruf ¢ telah dilaksanakan.

Penyeg¢lan bar gunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda

silang jada materi reklame dan penutupan pada materi reklame

sebagainana «limaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan oleh

Perangl it Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat

Daerah /ang nembidangi ketentraman dan ketertiban umum serta

dapat ni:ngiku: sertakan unsur kepolisian.

Pencab itan izn sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c

dilakuk:n oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan

terpadu satu pintu.



(10} Pembon ;<caran i1eklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d

dilakuk:z 11 oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan

ketertib: 11 umuin serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

BAB IV
PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penataan reklaime diiitur menurut :

o

-0 a0

(1)

(2)

&)

4)

tempat 1eklame;

jenis reklame;

sifat rek iime;

ukuran -:klame;
konstru :si rekle me; dan

kawasa: . reklarmre.

Bagian Kedua
Tempat Reklame

Pasal 14
Tempat sebagamana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
meliputi.
a. ase:milik /dikuasai Pemerintah Daerah;
b. diliar aset milik/ dikuasai Pemerintah Daerah.
Penyeler ;igaraan reklame di luar aset milik / dikuasai Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b harus
mendap i1tkan persetujuan secara tertulis dari pemilik aset.
Penyele -ggaraan Reklame pada bangunan dan/atau kawasan cagar
budaya diselenggarakan berdasarkan  ketentuan peraturan
perundar g-undingan di bidang cagar budaya.
Penyeler ;igaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dapa: dipurngut Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan

perundar g-udangan.




(5) Pemung.tan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksar :ikan s¢suai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Reklame

Pasal 15

Jenis reklan « sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri

dari:

a. Reklam: papan/ billboard/ videotron/ megatron;
b. Reklam: kain;

c. Reklam: mleka: / stiker;

d. Reklam: selebaran;

e. Reklam: berjaliin, termasuk pada kendaraan;

f. Reklam: udara

g. Reklam: apung;

h. Reklam: film/slide; dan

-
.

Reklam: perag:ian.

Bagian Keempat
Sifat Reklame

Pasal 16
(1) Sifat re<lame s=bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ terdiri
dari:
a. pe-nanen dan
b. insidentil.
(2) Reklam: bersilat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a erdiri dari:
a. Rezlame papan/ billboard/ videotron/ megatron;dan
b. Rez:lame berjalan, termasuk pada kendaraan.
(3) Reklam: bersitat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruft erdiri lari:
a. Rezlame kain;
b. Reame melekat / stiker;

c. Rez:lame s:lebaran;



Relame udara;
Rel: ame apung,

Rel: ame film/slide; dan

N S

Rel: ame prragaan.

Bagian Kelima

Ukuran Reklame

Pasal 17

Ukuran reklame setagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai

berikut:

a.

Reklam: kecil dengan ukuran kurang dari 4 m? (empat meter
persegi}, ukuran media reklame 0,5 m (nol koma lima meter) X 1 m
(satu m=ter) da1 ukuran 1 m (satu meter) X 2 m (dua meter);
Reklam: sedang dengan ukuran 4 m?2 (empat meter persegi) hingga
12 m? Jdua be.as meter persegi), ukuran media reklame 2 m (dua
meter) .{ 4 m (empat meter);dan

Reklam: besar dengan ukuran lebih dari 12 m? (dua belas meter
persegi , ukura 1 media reklame 3 m (tiga meter) X 6 m (enam meter},
4 m (er1cat meter) X 8 m (delapan meter) dan 5 m (lima meter} X 10

m (sept luh me er).

Bagian Keenam
Konstruksi Reklame

Pasal 18
Konstruksi rzklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e
terdiri dari:
a. kaki tiaggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya

menggl nakan satu tiang;

kaki genda yatu sarana reklame yang konstruksinya terdari atas
dua tia13 atau lebih;

rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk
rangka.( an

menem :el yait sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada

bangur:n.



Bagian Ketujuh

Kawasan Reklame

Pasal 19

Kawasan Re:lame szbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf { terdiri

dari:

a.

(1)

(2)

)

kawasa- umuri, meliputi semua kawasan perdagangan dan jasa di
Daerah

kawasa: putih (bebas Reklame), meliputi sarana pendidikan,
pertahe rian dan keamanan, peribadatan, dan perkantoran; dan
kawasar khusus reklame (custom reklame) meliputi kawasan dengan
kualita:: arsitectur bangunan dan lingkungan yang memiliki citra
khusus meliputi ruangruang terbuka publik, kawasan heritage dan
bangur:n yan: memiliki karakter/fungsi tertentu seperti kawasan

taman :>ta, jaluar hijau/ hutan kota, jalur pedestrian tematik.

BABV
PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20
Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan
reklam:: di Daerah wajib memperoleh lzin Penyelenggaraan Reklame
dari Weli Kota.
Izin Peielenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak d:v>at dia ihkan kepada pihak lain.
Izin Peii/elenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetap.:an dalium bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dan
tanda pengesal.an.
Wali K>:a mel mpahkan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame
sebagairiana d maksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang
menyel :1ggaratan urusan pemerintahan di bidang pelayanan

terpadi satu pintu.



(5)

(7)

(8)

9)

(10)

Izin Per :elenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disel:nggarakan secara elektronik.

Izin petyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah
memen 1hi ketentuan, dan pajak yang terutang telah dilunasi oleh
Penyeliniggara Reklame.

Setiap Penyeenggara Reklame yang melanggar ketentuan
sebagaifi1ana d maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi
admini: 1ratif.

Sanksi :dministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
pe ingatan tertulis ;

pe 1vegelar. bangunan reklame;

pe 1.berian tanda silang pada materi reklame;

pe 1utupar. pada materi reklame;

pe 1cabutan izin Penyelenggaraan Reklame; dan

A

pe 1bongk aran reklame.

Pemberiin san¢si administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dilaksa 1akan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai

dengan Hembongkaran reklame dengan ketentuan :

a. Peungkat Daerah yang membidangi penataan ruang
me1nberikin peringatan tertulis kepada Penyelenggara reklame
sehanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7
(tujah) hari kerja antara teguran pertama dan teguran
selznjutnya;

b. Peiyegelan bangunan reklame yang diikuti dengan pemberian
ta1ila silaig pada materi reklame dan penutupan pada materi
rel.ame d laksanakan apabila peringatan tertulis sebanyak 3
(tig 1) kali tidak dipatuhi;

c. peicabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dit raksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.

d. Peibongkaran reklame dilakukan apabila sanksi sebagaimana
dirraksud pada huruf ¢ telah dilaksanakan.

Penyegtlan bar gunan reklame yang diikuti dengan pemberian tanda

silang >ada materi reklame dan penutupan pada materi reklame

sebagainiana «(limaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan oleh

Peranglit Daerah yang membidangi penataan ruang, Perangkat



Daerah yvang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta

dapat mr e ngikutsertakan unsur kepolisian.

(11) Pencabtan izia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c

dilakukit1 oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan

terpadu satu pintu.

(12) Pembon :karan eklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d

dilakukii1 oleh lerangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan

ketertib.11 umu:n serta dapat mengikutsertakan unsur kepolisian.

Pasal 21

Izin penyeleiizgaraa1 reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1), tida : berlaku bagi :

a.

penyeleitigaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, rarta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
label/m:-ek roduk yang melekat pada barang yang
diperdag singkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis 13innya;

nama ptnigenal tempat usaha yang dipasang melekat pada bangunan
tempat 1saha diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang
reklame tidak melebihi 2 m2 (dua meter persegi) dan
diselengarakar menempel pada bangunan yang bersangkutan;
nama p:1genal profesi yang dipasang melekat pada bangunan atau
profesi, liselen;igarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur
nama pengena . profesi tersebut, dan diselenggarakan menempel
pada ba:gunan yang bersangkutan;

reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah
Provinsi/ Pemerintah Daerah;

Reklame¢ yang memuat lembaga yang bergerak di bidang
keagami1in, perndidikan, kesehatan, partai politik dan sosial dengan
ketentu:11 luas bidang reklame tidak melebihi 4 m? (empat meter
persegi) dan (liselenggarakan menempel pada bangunan yang
bersang <utan serta tidak disertai dengan iklan komersial, dan
reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan
Pemilih: .1 Kepala Daerah sesuai dengan Kketentuan peraturan

perund: ng-und angan.



(1)

(2)

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 22
Jangka ‘waktu zin penyelenggaraan reklame insidentil yaitu paling
lama 3C tiga pt.1uh) hari kalender.
Izin Per:-elenggaraan Reklame Insidentil yang terpasang pada aset

milik Perierintah Daerah dapat diperpanjang 1 (satu} kali.

Pasal 23
Jangka vraktu Izin penyelenggaraan Reklame Permanen yaitu 3 (tiga)
tahun dzn dapet diperpanjang.
Perpan imgan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen
sebaga 1nana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat
30 (tig: puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya

1Z1n.

Pasal 24

Jangka wakta izin materi reklame paling lama 1 (satu) tahun dan

disesuaikan jengan masa tahun anggaran Pemerintah Daerah.

(1

(2)

BAB VI
JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 25

Setiap [ ¢ nyelenggaraan reklame permanen ukuran sedang dan besar
dikenak:zn jamiaan biaya pembongkaran.

Jamina‘: biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tidak di<enakain untuk penyelenggaraan reklame berjalan termasuk
pada k:ndaraen, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa
kampar ve pemilihan umum.

Biaya j::ninan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame,
apabila masa »jerlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya

dilakuk 1n send ri oleh pihak penyelenggara.



8

(6)

(7)

(2)

(1)

Bagi peryelengzara reklame setelah 7 hari kalender dari masa
berakhii~ya peniasangan belum membongkar sendiri, maka jaminan
biaya je¢mbongkaran tidak dapat diambil oleh penyelenggara
reklame

Jaminair. biaya pembongkaran yang tidak dapat diambil oleh
penyele-ggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi hak Pemerintah Daerah dan digunakan untuk
pembon ;<aran 1eklame yang dilakukan oleh petugas.

Besaran aminaa biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lisesuaikan dengan ukuran reklame.

Ketentu 11 mengenai besaran jaminan biaya pembongkaran diatur

dengan °cratur:n Wali Kota.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 26

Setiap penye enggaraan reklame dilakukan pengendalian
berdasa “tan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan
kelaikar konstriksi.

Pengenc: lian terhadap reklame yang telah berizin terhadap reklame
tetap de1 reklame berizin/tidak berizin terhadap reklame insidentil
dilakuk: 1 oleli Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang
membid 1ngi lingkungan hidup.

Pengenc: lian terhadap reklame yang belum berizin terhadap reklame
tetap, ciakukaa oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang

membid i1ngi periataan ruang.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 27
Wali Ko i1 berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk

mement. 1 kew: jiban dalam penyelenggaraan reklame.



2)

(3)

(1)

2)

(4)

Pengwa san tert adap reklame yang telah berizin dilakukan oleh Wali
Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
Pengwa sin tert adap reklame yang belum berizin dilakukan oleh Wali

Kota m¢lalui Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

BAB IX
PENERTIBAN

Pasal 28
Penertilvin reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan
reklame dalam kondisi sebagai berikut:
a. peit/elenggaraan reklame tanpa izin;
peit/elengs araan reklame tanpa identitas.
rel l1ame yeng telah berakhir masa izinnya;
rel Jame tanpa izin dan tanda pelunasan pajak;

pertitbahar reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin

e a0 o

pennyelengzaraan titik reklame yang telah diberikan,;
f.  letig rekleme yang tidak sesuai dengan tata letak bangunan
rel lame yzng diizinkan,

tid 2k sesuiii dengan rekomendasi konstruksi; atau

o

h. tidik teruwat dengan baik dan berpotensi mengganggu
ketw:lamatan.

Dalam lial teradi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyele-ggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan
reklame beserta bangunan reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari ka ender d :ngan biaya sendiri.

Dalam tal penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban
sebagainiana limaksud pada ayat (2), Wali Kota berwenang
menertit kan de n melakukan pembongkaran reklame.

Hasil tcngkar:n dan penertiban reklame sebagaimana dimaksud

pada ay:t (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.



Pasal 29

Pelaksanaan penertihan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud

dalam Pasa 28, dlakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

ketentraman dan ketertiban umum.

(1)

(2)

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Masyar: l:at dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Reklame.

Peran s:ta selagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dengan :ara:

a.

me 1tberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam
Per r-elenggaraan Reklame; dan
me :porkan  pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini yang

dil: Jrukan »leh penyelenggara Reklame.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Izin Pe-yelengraraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum

berlaku iya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan

habis bi:lakuny-a izin.

Pada s:¢:t Pera:uran Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan izin

Penyele 1ggaraaa Reklame yang sudah mulai diproses tetapi belum

selesai, etap ciselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali

Kota Ncrior 8 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 32
Pada saat Feraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 8 Tithun 2)12 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita
Daerah Kote Palu Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 33
Peraturan W:li Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiaf orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kote ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota
Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal |3 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAEFAH KCTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya
Kepali Bagian Hukur;x,

SNA
NIP.1972()504 199503 2 005




